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KATA PENGANTAR

Belajar hukum perdata, seperti membuka lembaran
sejarah peraturan perundang-undangan yang bukan hanya di
Indonesia, tetapi awal terbentuk hukum yang terkodifikasi.
Sejarah panjang pembentukan hukum perdata awal peradap-
an manusia, penjajahan, kemerdekaan, dan saat ini, telah
merangkai bingkai keberlakuan hukum perdata di negara
kita.

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang
mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan
orang yang lain (hukum privat), yang menimbulkan hak dan
kewajiban. Hukum perdata sebagai rangkaian peraturan
hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan
badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain.
Contohnya adalah perkawinan, waris, hibah, jual-beli, sewa.
Tujuan hukum perdata untuk menyelesaikan masalah terkait
permasalahan orang perorangan dengan bantuan hakim yang
diselesaikan lewat pengadilan negeri.

Pengaturan hukum perdata di di Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wethoek (KUH
Perdata/BW), yang unifikasi dinyatakan betlaku untuk selu-
ruh wilayah Indonesia berdasaran UU No. 1 Tahun 1946.
Sistematika hukum perdata, dalam KUHPerdata/BW ada
dibagi 4 (empat) buku. Sistematika KUHPerdata/BW Buku

I tentang Orang (van persoon), yang memuat hukum mengenai



diri seseorang dan hukum keluarga (famillie rachi), perka-
winan, anak, dan harta perkawinan.

Buku Ajar Hukum Perdata, dibatasi untuk pembahasan
Buku I KUHPerdata/BW saja yang terdiri dari 10 (sepuluh)
bab pembahasan, dan berbagai pengembangan peraturan
perundang-undangan yang berkembang, dan mencabut
peraturan aslinya. Buku Ajar akan, berlanjut pada seri-seri
berikutnya.

Hukum perdata, secara subtansi sangat luas, yang wajib
diketahui bagi pemula mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai
konsep dasar awal memahami hukum yang berlaku di
Indonesia. Buku ini menjelaskan secara umum, terkait per-
masalahan dalam Buku I KUHPerdata/BW antara lain: hak
dan kewajiban sebagai subyek hukum yaitu orang dan badan
hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan, kedudukan
anak, dan harta kekayaan, domisili, kecakapan bertindak,
pendewasaan dan perwalian, beberapa perlunakan, peng-
ampuan, dan keadaan tidak hadir.

Secara umum, buku ajar perdata sebagai usaha meng-
giatkan literasi (mahasiswa) yang secara keilmuan dan
teknologi yang berkembang pesat, yang sebenarnya secara
sarana dan prasarana lebih mudah mencari bahan di internet
sebagai pola pembelajaran mandiri.

Buku ajar ini kumpulan tulisan bahan ajar dari kegiatan
proses belajar mengajar mata kuliah hukum perdata di
Univesitas Terbuka untuk pertama kali sebagai tim tutor.
Secara kapasitas saya menyadari keilmuan saya yang terbatas

dalam hukum perdata, selama ini saya bergulat keilmuan
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bidang hukum lingkungan. Untuk itu segala masukan, diskusi
dan kolobarasi serta kerjasama yang kami lakukan dengan
teman/kolega atas perkembangan hukum perdata saat ini
dan yang akan datang.

Buku ajar keilmuan pengetahuan dasar mengenai mata
kuliah hukum perdata, yang dibatasi dalam Buku I
KUHPerdata/BW, yang dasar titik anjak memahami konsep,
asas, teori bagi mahasiswa yang ingin belajar hukum perdata.
Perkembangan hukum perdata begitu pesat, dan banyak
literasi yang sudah ada, menjadikan Buku Ajar sebagai
pelengkap untuk memperbanyak literasi mahasiswa

Terimakasih Ibu Dr Emilda Kuspraningrum, S.H.,
M.Kn. sebagai, teman/kolega, yang membantu, mengarah-
kan, diskusi dan berbagi dan kontruksi hukum perdata ke
depan, dalam meningkatkan keilmuan dan menambah
wawasan untuk tetap belajar dan berkarya. Banyak sisi-sisi,
aspek, dan perkembangan yang tidak saya pahami, akhirnya
tercerahkan atas perdebatan, diskusi, pendalaman keilmuan
hukum perdata yang beliau expers di bidang keilmuannya.
Semoga Buku Ajaf manjadi kolorabasi dan kerjasama yang
akan meningkatkan literasi kita, sebagai pengajar.

Terimakasih Ibunda saya (Yasitin Bin Kasmadi)
almarhumah, beliau meninggal dunia pada tangga 1 Maret
2022. Kehilangan yang tidak bisa ucapkan dengan kata-kata,
kesedihan yang tidak uraikan, namun saya percaya Allah
SWT akan menjaga amaiin. Buku Ajar ini, saya dedikasikan

buat ibunda tercinta, yang mengantar saya mencapai karir
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dengan gelar pendidikan S3. Jasamu akan terpatrih dalam
hati, tiada hal bisa membalas apa pun ibunda lakukan, hanya
doa dalam setiap sujutku menghadapNYA. Untuk suamiku,
Evans Sofanus teman setia yang mendorong diri tetap
berkarya, melihat ke depan, dan habit menulis terimakasih
atas semua hal kecerian, kegembiraan, senyum, dalam suka
duka yang sudah diberikan.

Tiada hal yang sempurna yang kita buat, semua
kepunyaan Allah. Selalu melakukan kebaikan sampai akhir
hayat dengan menulis, karena itu cara kita dosen berbicara
dengan peradapan. Hal yang indah bisa memberi manfaat
dan berdampak bagi orang-orang dimana pun berada, itulah

amal jariah kita sepanjang hayat. Semoga bermanfaat

Samarinda, 1 Mei 2022

(Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.)
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BAB |
KONSEP DASAR HUKUM PERDATA

“Jalan terdefat untuk meraih kemnliaan adalah dengan berusaba keras
menjadi apa yang anda inginkan dan sesuai dengan
apa yang anda pikirkan.”

(Socrates)

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perdata, yang
meliputi pengertian hukum perdata, ruang lingkup perdata dan
sistematika hukum perdata. Strategi pembelajaran dengan tutorial
dan belajar mandiri secara efektif, dan evaluasi dilakukan dengan

memberikan latihan soal.

A. Pengertian Hukum Perdata
1. Istilah Hukum Perdata

anusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan

manusia yang lain dalam kehidupannya, baik secara
sosial, ekonomi, budaya, termasuk dalam hukum. Aktivitas
manusia satu dengan lainnya dalam satu kelompok,
membentuk namanya hukum. Hukum terbentuk antara
orang satu dengan orang lain, antara badan hukum satu
dengan badan hukum lainnya, antara orang dan badan
hukum melakukan hubungan-hubungan hukum dalam
hukum perdata.

Secara kaidah hukum orang, masuk dalam kaidah

hukum perdata/ privat. Lawan dari hukum privat adalah
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hukum publik. Secara garis besar hukum itu dibagi hukum
publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang
mengatur hubungan antara manusia sebagai warga negara
dengan negaranya. Hukum privat adalah ketentuan hukum
yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia
lainnya sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara.

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh
Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada
masa pendudukan Jepang. Istilah ini sinonim dengan hukum
perdata adalah czelrecht dan privatrecht.! Secara istilah ruang
lingkupnya, hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum
privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata lazim
dipakai sebagai lawan dari pidana. Model istilah sering
disebut hukum sipil untuk hukum privat materiil, dan istilah
sipil lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah hukum perdata, dalam arti yang sempit, sebagai
lawan hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS), yang menitahkan
pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap
hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil mau-
pun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum
acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan.

Istilah perdata telah diterima secara resmi untuk

pertama kali dan dicantumkan dalam peraturan perundang-

1 Salim, 2021, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPERDATA/BW),
Bumi Aksara: Jakarta, hlm 5
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undangan Indonesia di Pasal 15 ayat (2), Pasal 144 ayat (1),
Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) Konstitusi RIS
Tahun 1948, dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan
Pasal 106 ayat (3) UUDS Tahun 1950.

Secara bahasa, istilah hukum perdata, dalam bahasa
Inggris, dikenal dengan istilah v/ Jaw. Kata civi/ berasal dari
bahasa Latin yakni, cvis yang berarti warga negara. Civil law
atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang
masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga nega-
ra dan/atau perseorangan. Secara umum banyak literatur
yang ditulis para sarjana, berbagai macam definisi hukum
perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda.

Namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil
secara teori, konsep dari hukum perdata tersebut. Kebanyak-
an para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum
yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang
berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang

mengatur kepentingan umum (masyarakat).

2. Pengertian Para Ahli Hukum
Pengertian hukum perdata menurut berbagai para ahli
hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Subekti 2
Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum
perdata baik dalam arti hukum perdata material (segala

hukum yang mengatur kepentingan perseorangan).

2 Zainal Asikin, Op. Cit, hlm 94
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